[image: image1.png]



PAGE  


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam
Dasar Hukum Kewarisan Islam
Pengertian hukum kewarisan tidak bisa didefinisikan oleh satu orang ahli hukum, karena masing-masing ahli hukum telah mendefinisikan berbeda-beda walaupun tujuan akhir dari definisi tersebut hampir sama yaitu peraturan-praturan yang mengatur tentang siapa ahli waris dan hak-hak secara adil. Rachmadi Usman menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan  yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.10
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Hukum waris Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum fara‟id, jamak dari kata farida, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
 Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena itu diberbagai daerah yang kuat pengaruh agama Islam sebagian masyarakatnya tunduk pada kewarisan Islam.

Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma‟ud berbunyi: dari ibnu Abas dia berkata, Rasullulah bersabda: Pelajarilah al-Qur‟an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orangorang (HR Ahmad).


Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.11 Hasbi Ash-Shiddiey mendefinisikan bahwa hukum kewarisan sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.12
Amir Syarifuddin memberikan pengertian tentang hukum kewarisan Islam yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam alqur’an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw.13
A.Sukris Sarmadi mengatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.14 Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan hukum kewarisan adalah sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.15 Dengan demikian hukum kewarisan merupakan penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang.

Hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dalam Pasal 171 huruf a, yaitu:  “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Harta peninggalan adalah benda berwujud atau tidak berwujud/ hak kebendaaan yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah dikurangi dengan hak pewaris yaitu berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang-hutang pewaris serta penyelesaian surat wasiat pewaris kepada orang atau badan bila ada. Setelah semuanya itu diselesaikan, maka barulah para ahli waris mendapatkan harta peninggalan tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qu‟ran surat An-nisa‟ ayat 11 yang artinya adalah: “Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Menurut Hazairin, kewarisan Islam menggunakan sistem individual bilateral.
 Dasar berlakunya ialah Al-Qur‟an Surat An-nisa‟ ayat 7-8 yang artinya adalah: “laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Hukum waris Islam menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan penonjolan pada pihak bapak, dengan alasan beban dan kewajiban nafkah keluarga dipikul oleh bapak. Hal ini dapat pula dilihat dalam Al-Qur‟an bahwa tidak adanya larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang bapaknya atau ibunya masing-masing bersaudara (indogami). Jadi dengan membolehkan perkawinan indogami, yang dilarang dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, maka dapat disimpulkan Al-Qur‟an cenderung pada masyarakat bilateral. Surat An-nisa‟ ayat 33 yang artinya adalah: “Bagi tiap harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya.”

Al-Qur‟an dan Al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur‟an atau Al-Hadis dengan nas yang sarih, maka hukum melaksanakannnya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang menunjukkan ketidak wajibannya sebagaimana qaidah usul fiqh: “pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib.”

Ayat Al-Qur‟an pada surat An-Nisa‟ ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat An-Nisa‟ ayat 13, Allah SWT mengatakan bahwa porsi warisan diatas adalah ketentuan dari Allah SWT dengan firmannya:  “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SW.”

Pada surat An-Nisa‟ ayat 4 Allah berfirman yang artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan.”8 Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur‟an dan al-Hadis adalah wajib.

Berdasarkan defenisi di atas diperoleh beberapa aspek dari aturan di dalam hukum waris yaitu berapa besar bagian masing-masing ahli waris, cara-cara penghitungannya dan ahli waris. Defenisi tersebut juga menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemelikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Menurut Suhrawardi K. Lubis menyebutkan bahwa ahli  waris (warits) merupakan orang  yang  berhak untuk menerima hak dan kewajiban si pewaris. Salah  satu yang terpenting dalam  mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut 'waris', kalau ditinjau dari  segi asal kata, perkataan waris  berasal  dari bahasa Arab yaitu "warits", secara gramatikal berarti 'yang tinggal atau yang kekal', maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan  hukum waris, perkataan  warits tersebut berarti orang-orang  yang berhak   untuk  menerima  pusaka  dari harta yang ditingggalkan oleh si mati dan populer diistilahkan dengan 'ahli waris'.
Rachmadi Usman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinn dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Dengan demikian ahli waris itu adalah mereka yang pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya. KHI juga mensyaratkan hal yang demikian, bahwa ahli waris itu harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.23
A.Sukris Sarmadi menyebutkan ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan peerkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.24 Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan bahwa ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-keerabat atau keluarga yang ada hubungan kekeluargaa dengan si meninggal dunia dan  berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).25
Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu: 

Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-Qur‟an atau sunah Rasul, disebut dengan ahli waris dzawil furudl. 

Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur‟an maupun Sunah Rasul, disebut ahli waris ashabah. 

Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan ahli waris dzawil furudl dan ahli waris‟ashabah disebut dengan ahli waris dzawil arham.

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Rachmadi Usman harus memenuhi unsur-unsur:

Pewaris (muwarrits) yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dengan demikian pewaris itu adalah seseorang yang meninggal secara hakiki atau dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan ahli waris beserta harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam Indonesia dalam perspektif KHI mensyaratkan pewarisnya harus seorang yang beragama Islam pada saat meninggal dunia.
Ahli waris (warits)  yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terdinding karena ada ahli waris lainnya.
Harta warisan (mauruts) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.26
Ada 3 (tiga) syarat-syarat mewaris yaitu:

Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum.
Ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati
Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).27
Pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

Secara garis besar dijelaskan dalam Alquran, bahwa pewaris adalah orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat diketahui secara jelas dari firman Allah pada surat An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi seseorang laki-laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Begitu pula pada surat An-Nisa ayat 33 yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan mawali terhadap peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.

Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Hukum Waris Islam 
Unsur-unsur yang biasa juga disebut rukun-rukun kewarisan, menurut hukum Islam pada pokoknya dapat dibagi kedalam tiga unsur yaitu:

Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, maupun secara hukmi. dikatakan secara hukmi, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab atau pertimbangan. 

Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris.  Didalam Al-Qur‟an harta warisan disebut dengan istilah tarakah yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. harta yang dapat diwarisi ialah harta yang sudah bersih, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk tajhiz, utang dan wasiat. 

Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karena sebab lainnya.

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Ramlan Yusuf Rangkuti harus memenuhi unsur-unsur :

Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faraddhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.

Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukumy.

Warits,yaitu orang yang akan mewariskan harta peninggalan si mawarits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwakilan dengan si muwarits.

Dengan demikian dalam hukum waris (faraid) ada tiga unsur yang terdapat didalam pelaksanaannya, yaitu :

Orang yang meninggal dunia atau pewaris (muwarits).
Harta warisan atau tirkah (mauruts)
Ahli waris (Warits).

Unsur  yang  pertama merupakan  syarat  mutlak (conditio sine quo non) untuk dapat terbukanya  warisan. Dalam  hukum Perdata terbukanya warisan akibat kematian ini  dikenal dengan istilah  "Abintestato".  Berkaitan dengan kematian dari pewaris ini, menurut para ulama ada tiga bentuk kematian, yaitu:

Mati haqiqi (mati sejati). Mati   hakiki  (mati  sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca atau pembuktian menurut ilmu kedokteran.

Mati hukmy (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim). Pada hakikatnya orang itu masih hidup atau dua kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati.
Mati takdiri ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemerkosaan, pemukulan terhadap perut ibunya, semata-mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati itu.

Harta  warisan  atau  tirkah  (mauruts)  merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si  pewaris  baik harta benda, hak-hak kebendaan yang berwujud maupun hak-hak kebendaan yang tidak berwujud, bernilai maupun tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian harta warisan adalah segala sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

Pasal 171   huruf  d   Kompilasi   Hukum   Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah  harta  yang ditinggalkan oleh pewaris  baik yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Dengan demikian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda yang miliknya maupun hak-haknya.

Menurut K. Suhrawardi Lubis menyebutkan bahwa ahli  waris (warits) merupakan orang  yang  berhak untuk menerima hak dan kewajiban si pewaris. Salah  satu yang terpenting dalam  mempelajari  hukum waris Islam adalah menyangkut 'waris', kalau ditinjau dari  segi  asal kata, perkataan waris  berasal  dari bahasa Arab yaitu "warits", secara gramatikal berarti 'yang tinggal atau yang kekal', maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan  hukum waris, perkataan  warits tersebut berarti orang-orang  yang berhak   untuk  menerima  pusaka  dari   harta yang ditingggalkan oleh si mati dan populer di  istilahkan dengan 'ahli waris'.

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan 3 (tiga ) syarat, yaitu: 

Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.

Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.

Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewaris menurut hukum Islam, yaitu mereka yang: 

Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, 

Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris).

Beragama Islam.

Tidak dilarang undang-undang selaku ahli waris.
 

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewaris.

Kewarisan menurut hukum Islam adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits.
 Dengan demikian dalam waris Islam ada prinsip yang mengaturnya adapun prinsip tersebut yaitu :

Waris menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/ kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

Waris merupakan ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya. 

Waris terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannnya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada keluarga yang lebih jauh.

Waris Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris, misalanya jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian. 

Waris tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan, anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua. 

Waris Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah/ibu, suami atau isteri atau anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil, dan yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh  dekat hubungannya dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta itu adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8, ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan, oleh karena telah menjadi ketentuan Al Quran (lihat surat An-Nisa : 13). Adanya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri Hukum Waris Islam.

Hukum kewarisan Islam sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Hukum Kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Warisan Menurut KUHPerdata

Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Menurut Hartono Soerjopratiknjo memberikan definisi hukum kewarisan adalah mengatur pindah (timbulnya) hubungan-hubungan hukum (dengan atau tanpa perubahan sebagai akibat meninggalnya seseorang.
 Jadi yang pindah pada para ahli waris setelah si pewaris meninggal adalah tidak harus sama dari yang ada sebelum si pewaris meninggal dunia.


R. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah “soal apakah dan bagaimanakan pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
 


Pengertian yang agak berbeda dari kedua pengertian di atas adalah seperti yang dikatakan Mohd. Idris Ramulyo yaitu: Hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup  kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakakan peristiwa hukum dan lazim disebut meniggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Effendi Perangin memberikan defenisi bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
 R. Subekti tidak memberikan defenisi hukum kewarisan, tetapi hanya menyebutkan asas hukum waris yaitu dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Di dalam Code Civil Perancis, maka hukum waris dipandang sebagai peraturan yang mengatur kepindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada para ahli warisnya.
 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam pewarisan dikenal tiga syarat umum mutlak yang harus ada yaitu:
Adanya orang yang meninggal dunia.

Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris.

Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Hukum Waris 
Pasal 832 KUH.Perdata menyebutkan siapa-siapa yang menurut undang-undang adalah ahli waris, yaitu keluarga sedarah baik yang sah maupun yang luar nikah dan suami atau isteri yang hidup terlamba (yang ditinggal mati). Jika baik keluarga sedarah maupun suami atau isteri tidak ada, maka segala harta peninggal si pewaris jatuh kepada negara yang wajib melunasi segala hutang, sepanjang nilai harga dari harta peninggal mencukupi untuk itu.
 

Maksudnya bahwa yang pertama-tama berhak mewaris adalah suami atau isteri dan keturunan. Kemudian golongan kedua yang berhak mewaris adalah orang tua saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga adalah leluhur lain. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Jika semuanya di atas tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan akan tetapi tidak sebagai ahli waris.

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris), antara lain:

Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tidak terbatas ke bawah.

Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal dunia.

Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.

Suami atau isteri yang hidup terlama.

Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, dan 3 tersebut di atas.

Turunan menyimpang atau turunan dari datuk dan nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.

Apbila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda tersebut sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh  bait al maal (baitul maal), seperti lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam sistem negara Republik Indonesia.

Selama masih ada orang-orang dari golongan pertama, maka orang-orang dari golongan kedua tidak akan menerima. Baru jika dari golongan pertama tidak ada orangnya, maka yang mewaris adalah orang-orang dari golongan kedua. Selama masih ada orang-orang golngan kedua, maka orang-orang dari golongan ketiga tidak akan mewaris dan demikian seterusnya.

Meninggalnya seseorang maka penguasaan atas segala sesuatunya yang berhubungan dengan harta kekayaan dari si mati semasa, akan beralih kepada ahli warisnya. Kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan.
  Dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris.

Adapun syarat-syarat ahli waris adalah:

Mempunyai hak atas harta peninggal si pewaris yang timbul karena:

Hubungan darah (Pasal 832 KUH.Perdata)

Karena wasiat (Pasal 874 KUH.Perdata).

Harus sudah ada dan masih masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH.Perdata), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada.

Ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan. Adapun mengenai orang yang tidak patut ini menurut Pasal 838 KUH.Perdata adalah:

Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah memebunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

Mereka yang oleh hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadukan si pewaris yang dengan pengaduan tersebut pewaris diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau yang lebih berat dari itu.

Mereka yang dengan kekerasan atau paksaan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Pengusaan dalam hal ini adalah meliputi hak-hak dan kewajiban sehubungan dengan harta kekayaan. Perlu mendapat perhatian bahwa tidak semua yang menjadi kekayaan seseorang yang merupakan bagian dari harta warisan yang dapat beralih kepada ahli warisnya melainkan ada yang dianggap harus lengkap ketika seseorang itu meninggal dunia. Contohnya seperti hak yang bersifat pribadi misalnya hak pakai yang diatur dalam pasal 807, 818 KUH. Perdata demikian juga halnya dengan hak yang lahir dari hubungan kerja tidak akan pernah beralih dari ahli warisnya .      


Hukum atau peraturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya adalah dikenal sebagai hukum waris. Untuk pewarisan karena kematian, kesanggupan atau kelahiran sebagai anak yang sulung tidaklah menjadi soal. KUH.Perdata membagi ahli waris karena kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan: 

Ahli waris golongan pertama adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan garwa (suami/isteri) si pewaris. Anak-anak mewaris dari orang tua mereka untuk bagian yang sama tanpa membedakan laki-perempuan atau anak pertama atau bukan.
Ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. 
Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya. 
Ahli waris golongan keempatadalah keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.

Menurut pasal-pasal KUH.Perdata tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik negara, yang juga wajib membayar hutang-hutang si wafat sepanjang harta warisan mencukup untuk itu.
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